ABSTRAK

Kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
korupsi dimiliki oleh 3 instansi penegak hukum di Indonesia, yaitu Polisi Republik
Indonesia (POLRI), Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan
adanya multiplikasi sistem penyidikan ini maka diperlukan aturan yang mengatur
bagaimana ketiga lembaga tersebut dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama
guna terciptanya sistem penyidikan yang integral. Hubungan antara Komisi
Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan agung dalam melakukan pelimpahan
perkara korupsi Berdasarkan kasus yang terjadi dalam pelimpahan perkara dugaan
tindak pidana korupsi Komjen Budi Gunawan, KPK melakukan pelimpahan
perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung setelah permohonan Praperadilan
Komjen Budi Gunawan dikabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi, yang menyebabkan
KPK tidak memiliki kewenangan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan. Pelimpahan
perkara yang sudah dalam tahap penyidikan dilakukan KPK kepada Kejaksaan

Agung menuai banyak protes sebab tindakan tersebut tidak memiliki dasar Hukum.

Kata Kunci : Pelimpahan Perkara, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan

Agung.

.22 DIGITAL COLLECTION OF UPT PERPUSTAKAAN UNSOED :::.



Vi

ABSTRACT

Indonesia have three institution that have an authority to investigating a
corruptin case, that is Polisi Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik
Indonesia and Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). With that multiplication
investigation system required a regulations that regulate on how all the institution
could coordinate and colaborate each other for the sake of creating an integrated
investigation system. The relation between Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) and Kejaksaan Republik Indonesia in delegating a corruption case
based on the Komjen Budi Gunawan case on presumption of corruption crime, KPK
delegating that case to Kejaksaan Agung after Judge Sarpin Rizaldi granted the
petition of Komjen Budi Gunawa in Pretrial. That cause KPK doesn’t have an
authority to proceed the investigation. The delegation of Komjen Budi Gunawan
Case from KPK to Kejaksaan Agung made many contradiction, because whats been
KPK done doesn’t have a legal basis, specially in KPK regulation Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002.
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